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BUPATI WAJO 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI WAJO 

NOMOR 19 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 179 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang  : a.  bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo    

Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah; 

b.  bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dinamika penyelenggaraan 

pemerintahan daerah serta perkembangan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, sehingga perlu 

diubah; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang     Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang            

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2014  Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 6841); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 6477); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                    

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120             

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6                 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo               

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Wajo  Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019  

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wajo Nomor 109);  
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12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021               

Nomor 179); 

   MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 179 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo                

Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo  

Tahun 2021 Nomor 179), diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan angka 16 Pasal 1 dihapus, sehingga              

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1.   Daerah adalah Kabupaten Wajo. 

2.   Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Repbulik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3.   Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4.   Bupati adalah Bupati Wajo. 

5.   Sekretaris Daerah adalah Sekretaris  Daerah 

Kabupaten Wajo. 
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6.   Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo yang 

selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo. 

7.   Kepala Badan adalah kepala badan perencanaan 

pembangunan, penelitian, dan pengembangan 

Daerah Kabupaten Wajo. 

8.   Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

9.   Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya 

disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

11. Struktur Organisasi adalah susunan organisasi 

yang menggambarkan hierarki kewenangan dan 

tanggung jawab pelaksanaan tugas dalam lingkup 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo. 

12. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas. 

13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan 

penjabaran dari tugas. 

14. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas 

semua tugas jabatan yang merupakan upaya yang 

dilakukan pemegang jabatan. 

15. Struktur Organisasi adalah susunan organisasi 

yang menggambarkan hierarki kewenangan dan 

tanggung jawab pelaksanaan tugas dalam lingkup  

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo. 

16. Dihapus. 

17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 

pada instansi pemerintah. 
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18. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintah 

dan pembangunan. 

19. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang 

menduduki jabatan administrasi pada instansi 

pemerintah. 

20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki 

tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas. 

21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian 

dan keterampilan tertentu. 

22. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang 

menduduki jabatan fungsional pada instansi 

pemerintah. 

23. Musyawarah Rencana Pembagunan yang 

selanjutnya disingkat Musrembang adalah forum 

antarpelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan Nasional dan rencana 

pembangunan Daerah. 

2.  Ketentuan huruf  c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf  g, 

dan huruf  h ayat (1) Pasal 3 diubah serta ayat (2) 

Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 3 

(1)   Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri 

dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

dan 

3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah; 

d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia 

dan Sosial; 

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;  

(2)   Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA, 

tercantum dalam  Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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3.  Ketentuan BAB V Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 12 

BAPPELITBANGDA dapat dibentuk kelompok jabatan 

fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan 

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4.  Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 13 

Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaksanakan 

tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan 

pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman 

pada pengaturan sistem kerja. 

5. Ketentuan Pasal 16 dihapus. 

6. Ketentuan Pasal 17 dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 20 

Ketentuan yang mengatur mengenai Subkoordinator 

dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021              

Nomor 179), tetap berlaku sampai ditetapkannya 

pengaturan sistem kerja pada Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

8. Mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan 

Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Wajo Tahun 2021    Nomor 179), sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. 

 

                                                           

Ditetapkan di Sengkang, 

pada tanggal, 7 Maret 2023 

BUPATI  WAJO, 

         Ttd  

AMRAN MAHMUD 

 

Diundangkan di Sengkang 

pada tanggal, 7 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 

      Ttd      

ARMAYANI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 19 
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BUPATI WAJO, 
  

         Ttd   

  
AMRAN MAHMUD 

  

KEPALA BADAN 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN PERENCANAAN 

DAN PELAPORAN 
SUBBAGIAN     
KEUANGAN 

BIDANG PEMERINTAHAN, 

PEMBANGUNAN MANUSIA 
DAN SOSIAL 

BIDANG PEREKONOMIAN 

DAN SUMBERDAYA ALAM 
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN 

KEWILAYAHAN 

KELOMPOK JABATAN               

FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

LAMPIRAN   
PERATURAN BUPATI WAJO 

NOMOR 19 2023 
TENTANG   

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 179 
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN                         

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH 

BIDANG PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN  
BIDANG PERENCANAAN,         

PENGENDALIAN, DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WAJO 


